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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, pukul 11.44 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 

1945) dalam Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 

Putusan Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 

virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 

jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 

Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 2/2011 dalam Perkara 44/PUU-XX/2022 

diajukan oleh E. Ramos Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai dan Muhammad 

Helmi Fahrozi yang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard 

Djagardo Simanjuntak, S.H. dkk, yang kesemuanya merupakan tim pada dari 

Kantor Hukum “Leo & Partners”, untuk selanjutnya disebut sebagai Para 

Pemohon. 
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C. PASAL/AYAT UU 2/2011 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Materiil 

terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2) UU 2/2011 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011: 

“c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;” 

 

Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011: 

“d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;” 

 

Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011: 

“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan 
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan 

perundang-undangan” 
 
 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2) UU 2/2011 dianggap 

Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E 

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 

telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 

Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat 

(2) UU 2/2011 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama 
permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu 
konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo 
adalah apakah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 
2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan penentuan bakal calon 
presiden dan wakil presiden serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah melalui partai politik dinilai mengabaikan prinsip demokratis dan 
terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) 
partai politik serta peraturan perundang-undangan. 

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan 

konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf c yang menentukan rekrutmen bakal 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik yang hanya 

ditentukan oleh elite partai politik tanpa melibatkan pemilih dalam pemilihan 
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pendahuluan, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan dalil tersebut, penting 

bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum pada 23 Juli 2007, pada Sub-paragraf [3.15.8], Sub-paragraf 

[3.15.9], Subparagraf [3.15.10], Sub-paragraf [3.15.11], Sub-paragraf [3.15.13], 

Sub-paragraf [3.15.16], dan Sub-paragraf [3.15.17], telah mempertimbangkan 

terkait dengan diperbolehkannya pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tanpa harus melalui partai politik/gabungan partai politik yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

 

[3.15.8]  Bahwa terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat (1) 

huruf d UU Pemerintahan Aceh yang membuka kesempatan bagi calon 

perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, Mahkamah berpendapat hal demikian tidaklah bertentangan dengan 

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pemberian kesempatan kepada calon 

perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena 

keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih 

sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih 

demokratis. Pembentuk undang-undang baik dalam merumuskan Pasal 56 

Ayat (1) UU Pemda maupun Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Suatu 

perbuatan dilakukan karena adanya keadaan darurat ketatanegaraan apabila 

perbuatan tersebut perlu untuk dilakukan, padahal perbuatan itu sendiri pada 

dasarnya merupakan perbuatan onrecht, sehingga perbuatan karena keadaan 

darurat adalah perbuatan yang onrecht word recht. 

[3.15.9]  Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 

59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan 

Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat 

(4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan 

Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat diposisikan 

sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat 

(2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 

Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat 

(2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi 

hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya 

Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk 

undang-undang terhadap 55 ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila 

kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang 

berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam 

melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat 
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mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan 

yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya. Warga Negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi lain selain Provinsi Nanggroe 

Aceh Darusalam akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang 

sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D 

Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945; 

 

[3.15.10] Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga 

negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 

tidaklah dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon 

perseorangan yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh 

sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak 

berlaku, karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persamaan hak tersebut dapat 

dilakukan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan 

perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang 

sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus 

melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 

Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh.  

 

[3.15.11] Bahwa Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan ketentuan 

yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya 

dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini 

diundangkan. Dengan adanya Pasal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa 

apabila pasal tersebut dilaksanakan justru akan menimbulkan perlakuan yang 

tidak adil karena jelas pasal ini akan menguntungkan pihakpihak 

perseorangan tertentu yang dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan 

wakil kepala daerah pada saat pertama kali 56 dilaksanakan pemilihan. Lebih-

lebih lagi apabila ketentuan tersebut memang dimaksudkan demikian, karena 

akan merugikan perseorangan yang akan mencalonkan secara perseorangan 

pada pemilihan kedua dan seterusnya. Pembatasan yang ditentukan oleh Pasal 

256 UU Pemerintahan Aceh dapat menimbulkan akibat terlanggarnya hak 

warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 

yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945. Sebagaimana 

pendapat Mahkamah yang telah dinyatakan di atas bahwa membuka 

kesempatan bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
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dan wakil kepala daerah tanpa melalui parpol, bukan suatu hal yang 

bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan bukan pula merupakan 

suatu tindakan dalam keadaan darurat (staatsnoodrecht); 

 

[3.15.13] Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran ”Menimbang” huruf d yang 

berbunyi, ”bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi 

masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...”, 

sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di 

luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka 

pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan 

perseorangan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 UU Pemda 

adalah syarat bagi perseorangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 59 Ayat (3) 

dinyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan 

yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal 

calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan; 

 

[3.15.16] … pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah selain melalui 

parpol, sebagaimana telah diatur oleh UU Pemda dalam Pasal 56 Ayat (2), juga 

harus dibuka pencalonan secara perseorangan… 

 

[3.15.17] Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan 

parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang 

dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara 

menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut: 

a. Pasal 56 Ayat (2) berbunyi, ”Pasangan calon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik” 

dihapus seluruhnya, 58 karena menjadi penghalang bagi calon 

perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, 

dengan hapusnya Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat dan 

berbunyi, ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”; 

b. Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, ”yang diusulkan 

secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, 

karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat 

parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, 

”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 

pasangan calon”; 
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c. Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, ”sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”, hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi 

Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, ”Partai 

politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon 

apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% 

(lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas 

persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum 

anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, Pasal 

59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol 

atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada; 

d. Pasal 59 Ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi, ”Partai politik 

atau gabungan partai politik wajib”, frasa yang berbunyi, ”yang 

seluasluasnya”, dan frasa yang berbunyi, ”dan selanjutnya memproses 

bakal calon dimaksud”, sehingga Pasal 59 Ayat (3) akan berbunyi, 

”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang 

demokratis dan transparan.” Dengan demikian, terbukalah kesempatan 

bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol; 

 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 

telah berpendirian pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak 

harus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, warga 

negara termasuk para Pemohon yang memiliki hak memilih dan hak untuk 

dipilih dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih ataupun mencalonkan diri 

menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya melalui jalur 

perseorangan tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai 

politik. Dalam kaitan ini, tata cara perekrutan, mekanisme pencalonan, dan 

pendaftarannya untuk calon perseorangan telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tanpa menghilangkan hak warga negara yang memiliki hak 

memilih dan dipilih. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia, termasuk para 

Pemohon yang merasa memiliki kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dapat mendorong kandidatnya tersebut untuk menjadi bakal calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui jalur partai politik 

maupun gabungan partai politik, melainkan melalui jalur perseorangan 

(independen) dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak perlu khawatir lagi 

bahwa semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diusung 

oleh partai politik maupun gabungan partai politik. 

 

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan partai politik untuk 

melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 merupakan 

bentuk pengejawantahan tujuan dan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, 

tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan 

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan 

[vide Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Selain tujuan khusus tersebut, proses 

rekrutmen oleh partai politik ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi 

partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian 

jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 2/2008]. 

Bagaimana proses rekrutmen tersebut harus dilakukan, hal tersebut diserahkan 

pengaturan sepenuhnya dalam AD atau peraturan dasar partai politik dan ART 

yang akan menjabarkan lebih lanjut AD partai politik [vide Pasal 1 angka 2 dan 

angka 3 serta Pasal 2 ayat (4) UU 2/2011]. 

 

[3.14]  Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai 

inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) huruf d yang terkait dengan 

rekrutmen terhadap warga negara oleh partai politik untuk menjadi bakal calon 

Presiden dan Wakil Presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan 

kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, pada Sub-

paragraf [3.15.3] angka 4, dan angka 7, Paragraf [3.16] angka 2, huruf a dan huruf 

b, Paragraf [3.17] dan Paragraf [3.18], yang telah mempertimbangkan mengenai 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau 

gabungan Partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut: 

A. Paragraf [3.15.3]: 

4. Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A 

ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik 

atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi 

peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-

kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat 

pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden 

secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak 

awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas 

menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai 

politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

(vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan 

Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360); 
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7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan 

pasalpasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih 

luas sehingga 33 menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden 

perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang 

dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika 

membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 

1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam 

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

 

B. Paragraf [3.16]: 

a. Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A 

ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa “Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum”. Berdasarkan original intent tersebut, UUD 1945 hanya 

mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum, ...; 

b. ... Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, 

bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan 

partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun 

mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada 

sistem individual (perseorangan); 

 

C. Paragraf [3.17]: 

... Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan 

dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam 

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,... 

 

D. Paragraf [3.18]: 

Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 

007/PUUII/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 

tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 

Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah 

mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden 

adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang 
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memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A 

Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak 

termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu 

harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 

bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para 

Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena 

hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat 

(1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 

dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A 

ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau 

mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan 

menjadi Calon Presiden Republik Indonesia. 

 

[3.15]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

atas, telah jelas pendirian Mahkamah terhadap pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana 

telah ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian 

yang memiliki otoritas untuk proses rekrutmen calon presiden dan wakil 

presiden adalah partai politik/gabungan partai politik. Hal ini sejalan dengan 

fungsi partai politik yang salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik 

dalam proses pengisian jabatan politik sebagaimana telah dipertimbangkan di 

atas. Oleh karena esensi pokok dalil para Pemohon ini sama dengan yang telah 

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf [3.13] di atas maka 

pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk dalil para 

Pemohon yang mempersoalkan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011. 

 

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang 

mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena 

dianggap tidak demokratis dan terbuka dalam proses rekrutmen warga negara 

untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal 

calon presiden dan wakil presiden dengan memohon kepada Mahkamah petitum 

yang bersifat alternatif. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah 

Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 pada prinsipnya menentukan proses rekrutmen 

bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden 

dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD 

dan ART serta peraturan perundang-undangan. Frasa “secara demokratis dan 

terbuka” tersebut mulai muncul pengaturannya pertama kali pada pasal yang 

sama dalam UU yang lama (UU 2/2008). Dalam kaitan dengan proses yang 

demokratis dan terbuka tersebut memang tidak diberikan penjelasan lebih 
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lanjut, namun didasarkan pada AD dan ART partai politik. Jika ketentuan ini 

dikaitkan dengan Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), 

maka rekrutmen bakal calon sejatinya bukan merupakan bagian dari tahapan 

dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, tahapan pemilihan kepala daerah 

mencakup tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyelenggara, in casu komisi 

pemilihan umum daerah, melakukan kegiatan yang dimulai dengan pengumuman 

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota, dilanjutkan di antaranya dengan kegiatan pendaftaran [vide. 

Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d UU 8/2015]. Sementara itu, jika dikaitkan 

dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (UU 7/2017) juga tidak menentukan rekrutmen bakal calon merupakan 

bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, 

proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otorisasi partai politik 

sebagaimana pertimbangan di atas. 

 

[3.17]  Menimbang bahwa berkaitan dengan makna demokratis sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011, tidak dapat dilepaskan secara 

doktriner dari asal katanya yaitu “demos” dan “kratos” yang mengandung arti 

pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika 

dikaitkan dengan konteks dalil para Pemohon maksudnya memberikan ruang 

bagi masyarakat pemilih, yang nantinya akan memilih langsung calon-calonnya, 

untuk ikut serta dalam proses pencarian bakal calon yang memenuhi syarat 

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dikontestasikan 

oleh partai politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 

pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses yang demikian sesungguhnya 

sejalan dengan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik 

dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan 

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e 

UU 2/2008]. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian dari tujuan khusus 

partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan [vide Pasal 10 

ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Artinya, dengan terimplementasikannya maksud 

yang terkandung dari rekrutmen secara demokratis dan terbuka maka akan 

dihasilkan bakal calon yang sejalan dengan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, 

tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena 

telah sejalan dengan amanat konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi dalam 

proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal 
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calon presiden dan wakil presiden. Untuk mengejawantahkan maksud Pasal 29 

ayat (2) UU 2/2011 diserahkan sepenuhnya pada AD/ART masing-masing partai 

politik. Artinya, AD/ART sebagai aturan main yang menggerakkan roda 

organisasi partai politik harus benar-benar mengatur proses rekrutmen tersebut 

yang berpijak pada prinsip demokrasi dan terbuka [vide Pasal 2 ayat (4) huruf g 

UU 2/2011]. Oleh karena itu, apakah akan digunakan mekanisme pemilihan 

pendahuluan atau konvensi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden, semua 

itu menjadi ranah kewenangan partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART 

masing-masing partai politik. Dengan demikian, AD/ART dari masing-masing 

partai politik tersebut dalam implementasinya perlu ditinjau atau diperhatikan 

agar senantiasa selalu berkesesuaian dengan prinsip demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Berkenaan dengan 

implementasi prinsip tersebut dalam AD/ART dapat menjadi ranah perhatian 

masyarakat untuk turut menilainya. 

 

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak 

terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c 

dan huruf d serta Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Oleh karena itu, dalil-dalil para 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, 

terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak 

relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 

 

F. AMAR PUTUSAN: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022 yang 

menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian UU 

2/2011 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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